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ABSTRACT INFO ARTIKEL 
This study aims to determine the influence of committees under the 
board of commisioners towards tax planning using the structure of 
family ownership as the moderating variable. Committees under the 
board of commisioners included in this study are an audit 
committess, nomination committess or remuneration, risk policy 
committee, as well as corporate governance policy committee 
entirely proxied by the size of the committee. The dependet variable, 
tax planning, is proxied by Tax Retention Rate (TRR); while 
moderating variables, the ownership structure, was determined by 
the ratio of family ownership.This study use profitability as control 
variable and moderating regression analysisis employed to 
analyzed the data. The sample used 230 manufacture companies 
listed on the Stock Exchange Year 2011-2015 and used purposive 
sampling as sampling method. The result in this study arestructure 
of family ownership has no effect on the relationship between the 
audit committees and profitability toward tax planning, structure of 
family ownership has positive effect on the relationship between the 
nomination committess or remuneration toward tax planning, and 
then structure of family ownership has negative effect on the 
relationship between the risk policy committee and corporate 
governance policy toward tax planning 
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PENDAHULUAN  
Perkembangan good corporate governance di Indonesia diawali dengan adanya krisis 
ekonomi dan moneter yang terjadi pada tahun 1997-1999. Krisis tersebut disebabkan karena 
penerapan good corporate governance yang tidak konsisten, terutama dalam aspek etika bisnis 
(KNKG, 2006). Menurut Friese et.al. (2006), struktur corporate governance mempengaruhi cara 
sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi disisi lain tindakan tax planning 
bergantung pada dinamika corporate governance. 
Sebagian besar perusahaan berupaya untuk melakukan tax planning untuk meminimalisasi beban 
pajaknya. Tax planning adalah bagian dari manajemen pajak (Mangoting, 1999). Tax planning 
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merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sehingga hutang 
pajaknya berada dalam keadaan seminimal mungkin selama tindakan yang dilakukan tidak 
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan  (Suandy, 2008). Oleh karena itu, manajemen 
perusahaan sering kali memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan untuk melakukan 
tax planning. Pelaksanaan tax planning dapat menimbulkan masalah antara manajemen perusahaan 
dengan pemegang saham, karena manajemen perusahaan melakukan tax planning jika manajemen 
perusahaan mendapatkan manfaat atas pelaksanaan tax plannig. Hal ini memunculkan masalah antara 
manajemen perusahaan dengan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, maka perusahaan membutuhkan good corporate governance (KNKG, 2006). 
Corporate governance memiliki beberapa organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS), dewan komisaris, dan dewan direksi. Dewan komisaris merupakan dewan yang 
bertanggung jawab terhadap pemegang saham dan memiliki komite-komite penunjang untuk 
membantu tugasnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini corporate governance digambarkan 
dengan komite-komite penunjang dewan komisaris, yaitu komite audit, komite nominasi dan atau 
remunerasi, komite kebijakan risiko, dan komite kebijakan corporate governance. Selain itu, struktur 
kepemilikan keluarga di dalam perusahaan digunakan sebagai variabel moderating yang dapat 
memperkuat atau memperlemah hubungan antara corporate governance dengan tax planning karena 
dengan struktur kepemilikan keluarga dimungkinkan dapat mempengaruhi sebuah perusahaan dalam 
menerapkan tax planning.Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin mengetahui pengaruh 
komite-komite penunjang dewan komisaris terhadap perencanaan pajak dengan struktur kepemilikan 
keluarga sebagai variabel moderating pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
tahun 2011-2015. 
 
LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  
Teori Agensi (Agency Theory) 
Menurut Jensen & Meckling (1976), teori agensi muncul karena adanya perbedaan 
kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham (konflik agensi). Manajemen 
perusahaan memiliki lebih banyak informasi daripada pemegang saham sehingga menyebabkan 
adanya asimetri informasi (Scott, 2015). Terdapat dua macam asimetri informasi (Scott, 2015), 
antara lain: (1) Adverse Selection. Muncul apabila manajer serta para pihak di dalam perusahaan 
mengetahui lebih banyak informasi mengenai prospek masa depan perusahaan dibandingkan dengan 
inverstor luar; dan (2) Moral Hazard, dapat diartikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh 
manajer tidak sepenuhnya diketahui oleh pemegang saham sehingga manajer dapat melaksanakan 
tindakan yang melanggar peraturan yang ada.Oleh karena itu, satu cara untuk meminimalisasi 
asimetri informasi adalah dengan melaksanakan good corporate governance dalam mengelola 
perusahaan.  
Good Corporate Governance (GCG) 
Good corporate governance merupakan suatu pilar yang digunakan untuk meningkatkan 
kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Oleh sebab itu, konflik agensi dapat diminimalisasi dengan 
diterapkannya good corproate governance. Menurut KNKG (2006), terdapat beberapa pedoman 
dalam penerapan good corproate governance, antara lain: 
1. Transparansi 
Perusahaan harus mengungkapkan permasalahan sesuai yang disyaratkan oleh Undang-
Undang, serta berinisiatif mengungkapkan hal-hal yang penting untuk pengambilan keputusan. 
Pedoman Pokok Pelaksanaan: (a) Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, 
memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah digunakan oleh pemangku 
kepentingan; (b) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, 
sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, 
pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan 
komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem 
manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG 
serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan; 
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(c) Perusahaan menjalankan prinsip keterbukaan dengan tetap menjaga kerahasiaan perusahaan; 
dan (d) Kebijakan perusahaan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. 
2. Akuntabilitas 
Perusahaan harus dapat bertanggungjawab terhadap kinerjanya dengan menyajikan laporan 
keuangan yang wajar serta transparan. Pedoman Pokok Pelaksanaan: (a) Perusahaan harus 
menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua 
karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan 
strategi perusahaan; (b) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua 
karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; 
(c) Perusahaan harus memastikan sistem pengendalian internal berjalan secara efektif; (d) 
Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja serta sistem penghargaan dan sanksi (reward and 
punishment system) yang sesuai; dan (e)Seluruh organ perusahaan dan semua karyawan harus 
berpedoman pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati. 
3. Responsibilitas (Responsibility) 
Perusahaan wajib menaati peraturan perundang-undangan dan melaksanakan 
tanggungjawabnya kepada masyarakat maupun lingkungan. Pedoman Pokok Pelaksanaan: (a) 
Prinsip kehati-hatian harus dilaksanakan oleh seluruh organ perusahaan dan memastikan 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan perusahaan (by-laws); 
dan(b) Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial, baik terhadap masyarakat maupun 
lingkungan terutama disekitar perusahaan. 
4. Independensi (Independency) 
Pengelolaan perusahaan harus dilaksanakan secara independen sehingga tidak ada 
partisipan perusahaan yang dominan dan tidak dapat pula dipengaruhi oleh pihak lain.Pedoman 
Pokok Pelaksanaan: (a) Organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak 
manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict 
of interest) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat 
dilakukan secara obyektif; dan (b) Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi 
dan tugasnya, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu 
denganyang lain. 
5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 
Perusahaan tidak hanya wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham, namun juga 
pemangku kepentingan lainnya yang dilandasi dengan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman 
Pokok Pelaksanaan: (a) Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan 
untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta 
membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan 
masing-masing; (b) Perlakuan yang diberikan perusahaan kepada pemangku kepentingan harus 
setara dan wajar sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan; dan (c) 
Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan 
melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, 
gender, dan kondisi fisik. 
Selain prinsip-prinsip tersebut, terdapat dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance 
Indonesia, juga diungkapkan mengenai tujuan dari good corporate governance (KNKG, 2006), 
antara lain: (1) Mendorong pencapaian tujuan yang diinginkan perusahaan dengan pengelolaan yang 
berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan 
kesetaraan; (2) Mendorong kelancaran tanggung jawab organ-organ perusahaan, yaitu dewan 
komisaris, direksi dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham); (3) Mendorong pemegang saham, 
anggota dewan komisaris dan anggota direksi untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) Mendorong kesadaran dan tanggung jawab sosial 
perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan; (5) 
Memaksimalkan nilai perusahaan, baik untuk pemegang saham maupun pemangku kepentingan 
lainnya; (6) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun internasional sehingga 
meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus  investasi dan pertumbuhan ekonomi 
nasional. 
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Keefektifan penerapan good corporate governance bergantung pada organ-organ perusahaan, 
baik organ utama maupun organ penunjang. Organ-organ utama perusahaan tersebut adalah Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris, dan direksi. Dalam dewan komisaris, terdapat 
komite penunjang antara lain komite audit, komite nominasi dan remunerasi, komite kebijakan 
risiko, serta komite kebijakan corporate governance.  
Komite Audit 
Menurut KNKG (2006), komite audit bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektifitas, 
tanggungjawab, keterbukaan dan objektivitas dewan komisaris. Fungsi komite audit yaitu 
memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang 
berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan 
audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak 
lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (KNKG, 2006). 
Komite Nominasi dan atau Nominasi 
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014, komite nominasi dan atau 
remunerasi merupakan komite yang tidak wajib dibentuk perusahaan. Namun, apabila tidak 
membentuk komite nominasi dan atau remunerasi, maka perusahaan harus mengungkapkan 
alasannya pada laporan keuangan tahunan perusahaan. 
Komite nominasi dan remunerasi bertanggungjawab menentukan syarat-syarat yang diperlukan dan 
mempersiapkan calon anggota untuk menjadi anggota dewan komisaris dan direksi, serta 
menetapkan sistem remunerasi kedua dewan tersebut (KNKG, 2006). 
Komite Kebijakan Risiko 
Komite kebijakan risiko sangat penting dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam 
menganalisis risiko dan menetapkan toleransi risiko perusahaan (Bugalla et al., 2010). Menurut 
KNKG (2006), anggota komite kebijakan risiko terdiri dari anggota-anggota dewan komisaris, 
apabila diperlukan maka dapat memilih pelaku profesi dari luar perusahaan. 
Komite Kebijakan Corporate Governance 
Komite kebijakan corporate governance dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam 
mengawasi kebijakan dan penerapan corporate social responsibility (Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014). Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, perusahaan yang bergerak dan atau berkaitan dengan sumber 
daya alam wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dengan memperhitungkan biaya yang 
patut dan wajar. Oleh karena itu, perusahaan yang bergerak dan atau berkaitan dengan sumber daya 
alam perlu dilakukan pengawasan dalam penerapan corporate social responsibility. 
Profitabilitas 
Profitabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Semakin tinggi 
profitabilitas perusahaan, maka semakin tinggi laba yang dihasilkan karena perusahaan dapat 
mengelola asetnya dengan baik (Hadi & Mangoting).  
Tax Planning 
Menurut Suandy (2008), tax planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau 
kelompok wajib pajak sehingga hutang pajaknya berada dalam keadaan seminimal mungkin selama 
tindakan yang dilakukan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tax planning 
dapat juga disebut dengan manajemen pajak yang bertujuan untuk menekan pembayaran pajak 
dengan cara legal. Dalam Mangoting (1999), diungkapkan mengenai tujuan dilakukannya tax 
planning, antara lain: a.  Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali; b. Menghilangkan 
atau menghapus pajak dalam tahun berjalan; c. Menunda pengakuan penghasilan; d. Mengubah 
penghasilan rutin berbentuk capital gain; e. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha 
dengan membentuk badan usaha baru 
Struktur Kepemilikan Keluarga  
Adanya keanggotaan keluarga dalam perusahaan akan menimbulkan struktur kepemilikan 
yang berbeda dengan perusahaan non-keluarga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 
mengkategorikan perusahaan menjadi perusahaan keluarga dan perusahaan non-keluarga. Penelitian 
ini mengacu pada penelitian Chen et. al. (2010) dan Sari dan Martani (2010). Chen et. al. (2010) 
mengungkapkan bahwa kepemilikan yang terkonsentrasi pada sebuah keluarga cenderung 
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menghindari resiko denda, sanksi, dan rusaknya reputasi perusahaan, sedangkan penelitian Sari dan 
Martani (2010) mengungkapkan bahwa perusahaan keluarga lebih agresif dalam sektor perpajakan 
karena kemungkinan lebih memilih mendapatkan keuntungan penghematan pajak daripada sanksi 
yang akan didapatkan.   
Penelitian mengenai tax planning telah dilakukan, antara lain penelitian dari Lestari (2015), 
Yuono (2016), dan Aditama & Purwaningsih (2014).Lestari (2015) membahas mengenai pengaruh 
corporate governance dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak. Corporate governance 
ditunjukkan dengan jumlah dewan komisaris, jumlah dewan komisaris independen, jumlah komite 
audit dan kompensasi dewan komisaris, sedangkan intensitas persediaan diproksikan dengan total 
persediaan dibagi dengan total aset. Manajemen pajak diproksikan dengan CETR (Cash Effective 
Tax Rate) yang diproksikan dengan kas yang dibayarkan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak.  
Yuono (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak dan corporate 
governance terhadap nilai perusahaan. Perencanaan pajak diproksikan dengan ETR (Effective Tax 
Rate) yaitu perbandingan antara pajak riil dengan laba sebelum pajak, sedangkan corporate 
governance digambarkan dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris 
independen. Nilai perusahaan diproksikan dengan PBV (Price to Book Value) yang dihitung dengan 
membagi harga saham dengan nilai buku per lembar saham. 
 
Pengaruh Komite Audit Terhadap Tax Planning dengan Struktur Kepemilikan Keluarga 
Sebagai Variabel Moderating 
Menurut Raghunandan &Rama (2006), peningkatan ukuran komite audit dapat meningkatkan 
pengawasan yang lebih efektif terhadap laporan keuangan dan meningkatkan kinerja perusahaan agar 
menjadi lebih baik. Selain itu, adanya struktur kepemilikan keluarga dalam perusahaan akan lebih 
menghindari dari risiko dari tindakan yang melanggar hukum (Chen et. al., 2010). Oleh karena itu, 
ukuran komite audit yang lebih besar atau lebih kecil dengan struktur kepemilikan keluarga 
diharapkan dapat mempengaruhi tax planning yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. 
H1:  Struktur kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap hubungan antara komite audit 
dengan tax planning. 
 
Pengaruh Komite Nominasi dan atau Remunerasi Terhadap Tax Planning dengan Struktur 
Kepemilikan Keluarga Sebagai Variabel Moderating 
Komite nominasi bertanggung jawab untuk mengusulkan pencalonan direksi bagi perusahaan. 
Menurut Hadiprajitno (2013), komite nominasi dapat memberikan proses pemilihan direksi menjadi 
lebih baik. Dalam hal komite remunerasi, komite tersebut tidak hanya bertugas untuk mengurangi 
gaji manajemen yang mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga mengontrol penghargaan yang 
diberikan kepada manajemen sehingga selaras dengan kepentingan pemegang saham (Conyon & 
Gregg(1995) dalam Kanapathippillai et. al.(2016)). 
Selain itu, perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi pada anggota keluarga, 
maka tingkat keagresifan pajaknya dapat lebih rendah ataupun lebih tinggi daripada perusahaan non-
keluarga. Atas dasar tersebut, maka komite nominasi dan atau remunerasi dengan struktur 
kepemilikan keluarga akan mempengaruhi manajemen perusahaan dalam melaksanakan tax 
planning.  
H2:  Struktur kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap hubungan antara komite 
nominasi dan atau remunerasi dengantax planning. 
 
Pengaruh Komite Kebijakan Risiko Terhadap Tax Planning dengan Struktur Kepemilikan 
Keluarga Sebagai Variabel Moderating  
Komite kebijakan risiko dibentuk untuk meningkatkan pengawasan risiko dan memperkuat 
kualitas manajemen risiko sehingga dapat mengurangi dan mengelola risiko secara efektif (Herlantu 
& Prastiwi, 2014). Menurut Subramaniam et. al. (2009), kualitas pengendalian internal dapat 
meningkat apabila di dalam perusahaan terdapat komite kebijakan risiko. Kemudian, jika sebagian 
besar anggota perusahaan terdiri dari anggota keluarga maka perusahaan tersebut cenderung untuk 
mau membayar pajak yang lebih tinggi ataupun lebih rendah sehinggadimungkinkan bahwa komite 
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manajemen risiko dengan struktur kepemilikan keluargadapat berpengaruh terhadap penerapan tax 
planning.  
H3:  Struktur kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap hubungan antara komite 
kebijakan risiko dengantax planning. 
 
Pengaruh Komite Kebijakan Corporate Governance Terhadap Tax Planningdengan Struktur 
Kepemilikan Keluarga Sebagai Variabel Moderating 
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor 34/POJK.04/2014, komite kebijakan 
corporate governance bertanggungjawab untuk mengkaji dan mengawasi kebijakan corporate 
governance. Corporate social responsibilitydapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan 
agresivitas pajak sehingga dibutuhkan pengungkapan yang lebih luas untuk meminimalisasi tindakan 
tersebut (Lanis & Richardson, 2012). Adanya struktur kepemilikan keluarga dapat dimungkinkan 
berdampak pada pengungkapan corporate social responsibility karena hal tersebut akan berpengaruh 
pada penerapan tax planning.  
H4:  Struktur kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap hubungan antara komite 
kebijakan corproate governance dengantax planning. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Desain Penelitian 
Desain penelitian adalah serangkaian pilihan yang digunakan untuk pengambilan keputusan 
yang rasional (Sekaran & Bougie, 2013). Penelitian ini menguji pengaruh struktur kepemilikan 
keluarga terhadap hubungan antara komite-komite penunjang dewan komisaris dengan tax planning. 
Komite-komite penunjang dewan komisaris yang digunakan adalah komite audit, komite nominasi 
dan remunerasi, komite kebijakan risiko, dan komite kebijakan corporate governance. Variabel 
dependen dalam penelitian ini yaitu tax planning yang diproksikan dengan TRR (Tax Retention 
Rate), dan variabel kontrol yang digunakan adalah profitabilitas. 
 
Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi adalah sekumpulan orang, peristiwa, atau suatu hal yang ingin diteliti, sedangkan 
sampel adalah sekelompok anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran & Bougie, 2013). Sampel 
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) 
tahun 2011-2015. Pengambilan sampel menggunakan metodepurposive sampling, dengan kriteria 
sebagai berikut: (1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 
2011-2015; (2) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan lengkap yang dibutuhkan dalam 
penelitian selama tahun 2011-2015; (3) Perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun 2011-
2015; (4) Perusahaan tidak memiliki nilai Tax Retention Rate (RTT) negatif; (5) Perusahaan 
menyajikan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir yaitu bulan Desember; dan (6) Perusahaan 
menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah selama tahun 2011-2015.  
 
Jenis dan Metode Pengumpulan Data 
Menurut Sekaran & Bougie (2013), terdapat dua jenis pengumpulan data, antara lain data 
primer yaitu data yang diperoleh dari tangan pertama peneliti, dan data sekunder yaitu data yang 
diperoleh dari data yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan jenis pengumpulan data sekunder. 
Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa 
Efek Indonesia Tahun 2011-2015. 
 
Variabel Penelitian dan Defisini Operasional 
Variabel Dependen 
Menurut Sekaran & Bougie (2013), variabel independen adalah variabel yang menjadi faktor 
utama dalam penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu tax planning memiliki 
beberapa proksi. Dalam penelitian ini menggunakan Tax Retention Rate (TRR) untuk mengetahui 
ukuran efektivitas manajemen pajak. Rumus Tax Retention Rate (Wild et. al.,2004): 
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𝑇𝑅𝑅 =
Laba Bersih
Laba Sebelum Pajak
 
Variabel Independen 
Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik 
secara positif maupun negatif (Sekaran & Bougie, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan variabel 
independen komite-komite penunjang dewan komisaris, antara lain komite audit, komite nominasi 
dan atau remunerasi, komite kebijakan risiko, dan komite kebijakan corporate governance.  
Komite Audit  
Menurut IKAI (Ikatan Komite Audit Indonesia), peran komite audit adalah melakukan 
pengawasan terhadap kinerja perusahaan, terutama berkaitan dengan review sistem pengendalian 
internal, kualitas laporan keuangan, peningkatkan efektivitas audit, penelaahan risiko yang dihadapi 
perusahaan serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.Dalam penelitian ini, komite audit 
diproksikan dengan ukuran komite audit (UKA). 
Komite Nominasi dan atau Remunerasi 
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014, nominasi adalah 
pengusulan calon direktsi serta dewan komisaris, sedangkan remunerasi merupakan insentif yang 
diberikan kepada direksi serta dewan komisaris sesuai dengan tanggung jawab serta wewenangnya. 
Komite nominasi dan atau remunerasi dalam penelitian ini diproksikan dengan ukuran komite 
nominasi dan atau remunerasi (UKNR). 
Komite Kebijakan Risiko 
  Dalam Pedoman Umum Corporate Governance (KNKG,2006) mengatakan bahwa komite 
kebijakan risiko bertugas untuk mengkajisistem manajemen risiko yang telah disusun oleh direksi 
serta menilai toleransi risikoyang dapat diambil oleh perusahaan. Dalam penelitian ini, komite 
kebijakan risiko diproksikan dengan ukuran komite kebijakan risiko (UKKR). 
Komite Kebijakan Corporate Governance 
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014, pembentukan komite 
kebijakan corporate governance bertujuan untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi 
kebijakan dan penerapan good corporate governance. Komite kebijakan corporate governance 
diproksikan dengan ukuran komite kebijakan corporate governance (UKKCG). 
Variabel Kontrol 
Variabel kontrol adalah variabel yang digunakan untuk mengontrol variabel luar yang tidak 
diperlukan terhadap vaiabel dependen dan independen (Hadi & Mangoting, 2014). Variabel kontrol 
dalam penelitian ini adalah profitabilitas yang diukur dengan menggunakan ROA (Return On 
Assets). Rumus untuk menghitung ROA (Return On Assets) (Khaoula, 2013) yaitu: 
ROA =
Laba Bersih
Total Aktiva
x 100% 
Variabel Moderating 
Variabel moderating adalah variabel yang memiliki efek kontingen yang kuat bagi hubungan 
antara variabel dependen dengan variabel independen (Sekaran & Bougie, 2013). Variabel 
moderating yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan keluarga. Menurut 
penelitian Arifin (2003) dalam Sari & Martani (2010), keluarga merupakan semua individu atau 
perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan diatas 5%), yang bukan perusahaan negara, 
institusi keuangan, dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat). Struktur 
kepemilikan keluarga dalam penelitian ini menggunakan proksi rasio besaran kepemilikan keluarga 
dalam suatu perusahaan (RKK). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Pengumpulan Data 
 Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) tahun 2011-2015 dengan metode purposive sampling. Oleh karena itu, sampel harus 
memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Penelitian ini menghasilkan pengumpulan sampel  
sebanyak 230 perusahaan manufaktur selama tahun 2011-2015. Berikut ini merupakan proses dalam 
pengambilan sampel: 
 
Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel 
Keterangan Jumlah 
Jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015 720 
Perusahaan yang tidak menerbitkan annual report tahun 2011-2015 (85) 
Perusahaan yang memiliki annual report tidak lengkap tahun 2011-2015  (35) 
Perusahaan yang mengalami kerugian tahun 2011-2015 (70) 
Perusahaan yang memiliki Tax Retention Rate(TRR) negatif tahun 2011-2015 (140) 
Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan selain 31 Desember tahun 2011-2015 (10) 
Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan dengan mata uang rupiah tahun 2011-2015 (150) 
Jumlah sampel tahun 2011-2015 230 
 
Analisis Regresi Moderasi 
Hasil Uji F 
Uji statistik F menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap variabel dependen. Dari Tabel 2dapat disimpulkan bahwa nilai F adalah 5,580. Nilai 
tersebut lebih besar dari 4, sehingga variabel independen secara bersama-sama dapat mempengaruhi 
variabel dependen. Selain itu, nilai signifikansi menunjukkan angka 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa 
model regresi baik untuk digunakan.  
 
Tabel 2. Uji F 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression ,425 10 ,042 5,580 ,000b 
Residual 1,666 219 ,008   
Total 2,091 229    
a. Dependent Variable: TRR 
b. Predictors: (Constant), RKK5, UKKR, RKK4, UKA, RKK1, UKNR, UKKCG, RKK3, ROA, RKK2 
 
Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Tujuan dari uji koefisien determinasi (R2) adalah untuk menguji besarnya kemampuan model 
regresi dalam menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 
2016).  
 
Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,451a ,203 ,167 ,08722 
a. Predictors: (Constant), RKK5, UKKR, RKK4, UKA, RKK1, UKNR, UKKCG, RKK3, ROA, RKK2 
 
Pada tabel 3 ditunjukkan bahwa nilai adjusted R square adalah 0,167. Hal ini berarti bahwa 
variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 16,7%, dan sisanya dijelaskan 
oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 
Uji Regresi Linier Berganda 
Dari uji statistik parameter individual dengan uji statistik t berikut ini pada Tabel III.4., maka 
model regresi dalam penelitian ini, yaitu: 
TRR = 0,690 - 0,23 UKA + 0,084 UKNR – 0,055 UKKR – 0,081 UKKCG+ 0,010 ROA + 0,000 
RKK1 - 0,001 RKK2 + 0,001 RKK3 + 0,001 RKK4– 7,000E-005RKK5 + e 
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Keterangan:  
TRR = Tax Planning 
UKA = Ukuran Komite Audit 
UKNR = Ukuran Komite Nominasi dan atau Remunerasi 
UKKR = Ukuran Komite Kebijakan Risiko 
UKKCG= Ukuran Komite Kebijakan Corporate Governance 
ROA = Profitabilitas 
RKK1 = Struktur Kepemilikan Keluarga * Ukuran Komite Audit 
RKK2 = Struktur Kepemilikan Keluarga * Ukuran Komite Audit 
RKK3 = Struktur Kepemilikan Keluarga * Ukuran Komite Audit 
RKK4 = Struktur Kepemilikan Keluarga * Ukuran Komite Audit 
RKK5 = Struktur Kepemilikan Keluarga * Ukuran Komite Audit 
e = Eror  
 
Tabel 4.Uji Regresi Linear Berganda 
Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) ,690 ,048  14,475 ,000 
UKA -,023 ,020 -,102 -1,123 ,263 
UKNR ,084 ,024 1,228 3,433 ,001 
UKKR -,055 ,019 -,899 -2,956 ,003 
UKKCG -,081 ,029 -,587 -2,800 ,006 
ROA ,010 ,003 ,952 3,062 ,002 
RKK1 ,000 ,000 ,194 1,584 ,115 
RKK2 -,001 ,000 -1,328 -3,514 ,001 
RKK3 ,001 ,000 ,944 3,042 ,003 
RKK4 ,001 ,000 ,447 2,109 ,036 
RKK5 -7,000E-005 ,000 -,598 -1,777 ,077 
a. Dependent Variable: TRR 
 
Hipotesis 1: Struktur kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap hubungan antara komite 
audit dengantax planning. 
Uji statistik t menunjukkan nilai 0,115 > 0,05 yang berarti struktur kepemilikan keluarga 
tidak berpengaruh terhadap hubungan antara komite audit dengan tax planning. Hal ini disebabkan 
karena komite audit tidak berpengaruh terhadap tax planning yang ditunjukkan dengan nilai 0,263> 
0,05. Dalam KNKG (2006) dijelaskan bahwa komite audit adalah komite yang wajib dibentuk oleh 
perusahaan sehingga perusahaan mungkin membentuk komite audit bukan karena kebutuhan 
perusahaan, tetapi karena menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan.  
 
Hipotesis 2: Struktur kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap hubungan antara komite 
nominasi dan atau remunerasidengantax planning. 
Berdasarkan hasil pada Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa struktur kepemilikan keluarga 
berpengaruh negatif terhadap hubungan antara komite nominasi dan atau remunerasi dengan tax 
planning. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05 dengan nilai t – 3,514. 
Adanya struktur kepemilikan keluarga dalam perusahaan akan memperlemah kinerja komite 
nominasi dan atau remunerasi karena perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga akan 
mencalonkan anggota keluarganya sebagai direktur dan dewan komisaris serta akan meningkatkan 
besarnya remunerasi. Oleh sebab itu, maka adanya struktur kepemilikan keluarga akan mengurangi 
keefektifan penerapan tax planning. 
 
Hipotesis 3: Struktur kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap hubungan antara komite 
kebijakan risikodengantax planning. 
Dari hasil uji t yang menunjukkan nilai signifikansi 0,001 < 0,005 dan nilai t 3,042, maka 
diperoleh hasil bahwa struktur kepemilikan keluarga  berpengaruh positif terhadap hubungan antara 
komite kebijakan risiko dengan tax planning. Apabila perusahaan memiliki struktur kepemilikan 
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keluarga, maka perusahaan akan meningkatkan keefektifan penerapan tax planning sehingga akan 
memperlemah tugas komite kebijakan risikoyang dalam mengawasi dan mempertimbangkan risiko-
risiko bisnis yang ada. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari dan Martani (2010) yang mengatakan 
bahwa perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga akan lebih mengorbankan reputasi 
perusahaan karena keuntungan dari sanksi dan denda yang mungkin diterima lebih kecil dari pajak 
yang didapatkan. 
 
Hipotesis 4: Struktur kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap hubungan antara komite 
kebijakan corporate governance dengan tax planning. 
Berdasarkan uji statistik t yang menunjukkan nilai signifikansi 0,003 < 0,05 dan nilai t 3,042, 
maka disimpulkan bahwa struktur kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap hubungan 
antara komite kebijakan corporate governance dengan tax planning. Hal ini berarti struktur 
kepemilikan keluarga di dalam perusahaan akan memperlemah hubungan antara komite kebijakan 
corporate governance terhadap tax planning. Semakin tinggi ukuran komite corporate governance, 
maka semakin rendah tax planning yang dilakukan perusahaan. Adanya struktur kepemilikan 
keluarga akan meningkatkan tindakan tax planning agar mendapatkan pajak yang lebih rendah (Sari 
dan Martani, 2010). Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Chen et. al. yang mengatakan bahwa 
perusahaan keluarga akan lebih mementingkan reputasi perusahaan daripada pajak yang harus 
dibayar. 
 
Variabel Kontrol: Struktur kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap hubungan antara 
profitabilitas dengan tax planning. 
Berdasarkan Tabel 4, dapat diartikan bahwa struktur kepemilikan keluarga tidak mempengaruhi 
hubungan antara profitabilitas dengan tax planning karena menunjukkan nilai signifikansi 0,77 > 
0,05. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga maupun non-
keluarga memiliki pengaruh yang sama mengenai profitabilitas terhadap tax planning. Dari 
hubungan antara profitabilitas dengan tax planning, disimpulkan bahwa semakin tinggi profitabilitas 
perusahaan, maka semakin tinggi pula penerapan tax planning karena profitabilitas perusahaan yang 
tinggi mengartikan bahwa perusahaan dapat mengoptimalkan beban pajaknya (Lanis & Richardson, 
2007). 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dan pembahan analisis data yang telah diungkapkan, berikut ini 
simpulandaripenelitianini. Struktur kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap hubungan 
antara komite audit dengan tax planning.Struktur kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap 
hubungan antara komite nominasi dan atau remunerasi dengan tax planning. Struktur kepemilikan 
keluarga berpengaruh negatif terhadap hubungan antara komite kebijakan risiko dengan tax planning. 
Struktur kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap hubungan antara komite kebijakan 
corporate governance dengan tax planning.Struktur kepemilikan keluarga tidak berpengaruh 
terhadap hubungan antara profitabilitas dengan tax planning.  
Dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menemukan keterbatasan dalam 
penelitian ini, yaitu: perusahaan yang digunakan dalam penelitian masih terbatas pada perusahaan 
manufaktur dan proksi yang digunakan dalam mengukur variabel-variabel independen masih terbatas 
pada ukuran atau jumlah. 
Saran yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi 
keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain: memperluas sampel perusahaan yang terdapat di 
Indonesia dan menambahkan atau menggunakan proksi yang lain untuk mengukur variabel-variabel 
independen. 
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